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BUPATI ACEII SINGKTL

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pelaksanaan Undang-undang Nomor

44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa

Aceh dan Undang-undang Republik lndonesia Nomor 18 Tahun 2001

tentang Otonomi Khutut bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga

untuk mewujudkan Pemberdayaan Kehidupan Keluarga sejahtera perlu

dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam dan

Pemberdayaan Keluarga Kabupaten Aceh Singkil;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan

dalam suatu Qanun.

Undang-undartg Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Tatnn 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3041) Sebagaimana telah dirobah dengan Undang-undang Nomor

43 Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-undang Nornor l0 'fahun 1992 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

Undang-undan-e Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Aceh Singtiil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan

Lemnbaran Negara Nornor 3tl7l:

J.

Mengingat



4. Undang-undang Nomor 22 Tahun lggg tentang Pemerintah Daerah

(Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60' Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3893);

Undang-undang Nom ot 25 Tahun 1999 tentang Perirnbangan Kcuangan

antara 
- 

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, I'arnbahan Lcmbaratl Negara Nomor

3848); I

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pcnyelcnggaraa,n

Keistimewaan Provinsi Daerah Istirnerva Aceh (Lembaran Negara

Rcpublik lndoncsia Tahun 1999 Nomor 172, -falnbahan l-clnbaran Ncgara

Nomor 3893);

undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tcntang otonomi Khusus bagi

Provinsi Aceh Nanggroe Aceh Darussalam;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenagan Provinsi Sebagai Daerah otonomi (Lembaran

Negara I{epublik Indoneiia fahun 2000 Nomot 54, Tambahan Lcmbaran

Negara Nomor 3952);

peraturan pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi

perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000

Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor I65);

10. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pcngclolaan

Perkembangan KePendudukan;

ll. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Tefrnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan

Peraturan Pemerintah dan Rancangan Qanun Presiden (Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan Tugas, Fungsi, Keuangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Lernbaga Pemerintah Non Departemen;

13. Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 22Tahun 2001 tentang

Bentuk Produk- produk Hukum Daerah;

14. Keputusan Direktur Jendcral Otonomi Dacrah Dcpartcmcn Dalam Ncgcri

Nomor : 045|56O!OTDA tanggal 24 Mei 2002 Perihal susunan Daftar

Kewenangan Kabupaten /Kota (Fositif List) bidang Kearsipan, bidang

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan bidang

Lingkungan HiduP;

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istirnewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000

tentang pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Aceh Nomor 30 Tahun 2000).

5.

7.

9.
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

QANUN KABUPATBN ACEII SINGKIL TENTANG PEMBBNTUKAN

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SYARI'AT

ISLAM DAN PEMBERDAYAAN KBLUARGA KABT.'PATEN ACEH

SINGKIL.

rlAl) I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Pcmcrintah Dacrah adalah Bupati bcscrta Pcrangkat Dacrah

Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah'

3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil'

4. Wakil Bupati adalah Wakil BupatiAceh Singkil'

5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Singkil

sebagai unsur pelaksana Kabupaten Aceh Singkil'

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas syari'at Islam dan

Pemberdayaan Keluarga Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya

disebut KePala Dinas.

7. Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran dalam semua aspek

kehidupan.

8. Eselonering adalah tingkatan Jabatan Struktural'

BAB II
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga adalah

Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana syari'at lslam serta

Pembangunan Keluarga Sejahtera Pemerintah Daerah Kabupaten

Aceh Singkil yang berada dibarvah Bupati.

Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung

janab kepada Bupari melalur S€tTetariat Daeralt-

(l)

(2)



Pasal 3

Dinas Syari'at lslam dan mempunyai tugas

melaksanakan tugas um ntah Daerah dan

l)cmbangunan scrta lrcrta laksanaan Syari'at

lslam dan l)cmtrcrdayaan Kcl uarga.

Pasal 4

untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Dinas Syariat lslanr dan Pcmbcrdayaan Kctuarga mcmpunyai lungsi :

a. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dcngan perencanaan,

penyiapan qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at

islain dan Pcmbcrdayaan Kcluarga serta mcndokumcntasikan dan

menyebarl uaskan has i l-hasi lnya.

b. Pelaksanaan tugas Yang an dan

pembinaan sumber daya dengan

pelaksanaan SYari'at Islam

c. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan

ketertiban pelaksanaaan peribadatan dan penataan sarananya serta

menyemarakkan SYiar lslam.

d. Pelaksanaan tugas yang lre rhubungan dengan bimbingan dan

pengawasan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam ditengah-tengah

rnasyarakat.

e. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembimbingan dan

penyuluhan Syari'at Islam. \

f: Perumusan dan kebijakan Advokasi dan Kornunikasi, Infbrmasi,

Edukasi Prograrn Pernberdayaan Keluarga melalui penerapan

delapan fungsi keluarga.

g. Perumusan perencanaan dan kebijakan teknis dibidang Keluarga

Sejahtera dan Keluarga Berencana. Pemberian perizinan/rujukan

peiaksanaan pelayanan umum lintas Kecamatan dibidang Keluarga

Sejahtera dan Keluarga Berencana.

h. Perumusan perencanaan dan kebijakan operasional dibidang

Program Pemberdayaan Keluarga, Progtam Kesehatan Reproduksi

Remaja, Program Keluarga berencana, dan Program Pcnguatan

Kelembagaan Jaringan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana

di Kabupaten Aceh Singkil'

i. Penyelenggafaaan kerjasama Instansi Pemerintah, swasta, Lembaga

Sosial organisasi Masyarakat (LSOM) dibidang Keluarga Sejahtera

dan Keluarga Berencana.

j. antauan dan pelayanan Administrasi

umum, ketatausahaarl organisasi dan

uangan, perlengliapan/perbekalan dan

rumah ta.nEEa dibidang Kelm1.ga Se.fahtel-a da.n Keluarga Berencana

di Kabuprn Aceh S ngkit"



Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 4,

Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai

kewenangan sebagai berikut :

a. Merencanakan progranr, penclitian dan pcngcnrbangan unsur-unsur

Syari'at lslarn;

b. Melestarikan nilai-nilai Islam;

c. Mcngcmbangkan dan mernbimbing pelaksanaan Syari'at lslam yang

meliluti bidang-bidang aqidah, ibadah, mu'amalat, akhlak,

pendidikan dan Jakwah islarniah, amar makruf nahi mungkar, baital

inal, kcmasyarakatan, Syiar Islam, pcmbelaan islam, qadha, jinayat,

munakahat dan mawaris;

d. Mengawas terhadap pelaksanaan Syari'at Islami

e. Membina dan mengawasi terhadap' Lembaga Pengembangan

Tilawatil Quran (LPTQ);

t. Penetapan penyelenggaraan pendataan keluarga untuk memperoleh

data mikro keluarga;

g. Penetapan klasifikasi dan profil kualitas keluarga;

h. pemberdayaan ekonomi keluarga melalui wadah Kelompok Usaha

Pen i n gkatan Pendapatan Kel uarga Sej ahtera ( U PPKS );

i. Pernbinaan kelemb agaan pemberdayaan keluarga (UPPKS), Institusi

Masyarakat Pedesaaan (lMP), Bina keluarga Balita lqrak (BKB

Iqra[;, Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia

(BKL).

Bagian Kcdua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(l) Susunan Organisasi Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan

Keluarga terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha;

Sub Dinas Litbang dan Pro-uram;

Sub Dinas Pembinaan Sumber Daya Manusia;

Sub Dinas Bina Peribadatan dan Pengawasan Syari'at Islam;

Sub Dinas Pengendalian KS dan PK;

Sub Dinas Pengendalian KB, K& Advokasi dan KIE;

Unit Fela[.sarla Tehnis Dinas (UPTD);

Keilour pok Jabann Fungsional-

c.

d.

e.

f.

s.

t!-

i_
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(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan
Keluarga sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak
tcrpisahkan dari Qanun ini. r

Paragraf I
Kcpala Dinas

Itasal 7

( I ) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bcrtanggung jawab
langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. Memimpin Dinas Syari'at Islarn dan Pernbcrdayaan Kcluarga
dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan

Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah

Daerah;

b. Menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Pelaksanaan

Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga;

c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang Pelaksanaan Syari'at
Islam dan Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten yang menjadi
tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang
ditetapkan olch Bupati.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(l) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Pimpinan dibidang
Pembinaan Administrasi.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Koordinasi
Penlrusunan Program Kerja Dinas, Pengelolaan Urusan Umum dan
Perlengkapan, Kepegawaian dan Keuangan, serta Pelayanan
Administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Syari'at
lslam dan Pemberdayaan Keluarga



Pasal l0

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalarn Pasal 9' Bagian Tata

Usaha mempunyai Fungsi :

a. Pclaksanaan Koordinasi Pcrcncanaan dan Pcngclolaan Keuangan;

b. Pelaksanaan urusan Kepegawaian;

c. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan, Inventarisasi, Perlengkapan

dan Perbekalan;

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Itusal I I

( I ) Bagian Tata Usaha tcrdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;

b. Sub Bagian KePegawaian;

c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Masing-masi am AYat (l),
dipimpin ole dibawah dan

bertanggung esuai dengan

bidang tugasnya.

Pasal 12

(l) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan

Koordinasi Perencanaan, melakukan pengelolaan perlengkapan dan

perbekalan serta pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan

perlengkapan dan Perbekalan'

(2) Sub Bagian kepegawaian, mempunyai tugas melakukan pengelolaan

dan pembinaan Pegawai dan Ketenagaan.

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas Pbnyusunan Anggaran

Rutin, Pembangunan dan Bantuan Luar Negeri serta Pengelolaan,
pengendalian Keuangan, Analisis, Realisasi dan Pembukuan,

Administrasi Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Pard$raf 3

Sub Dinas Litbang dan Program

Pasal 13

(l) Sub Dinas Litbang dan Program adalah Unsur Pelaksana Teknis

dibidrng Litbang daf, program Dinas Spri'at Islam dan

Pemberrdalzan Keltralga



(2) Sub flinas l-irbang clan l)rograrn clipilnpin olclr scornng Kcpala Sutr

Dinas yang berada ditrawah <lan bertartggullg jawab kcpad[ Kcpala

Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Litbang dan Program mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan Litbang dan Program, Melakukan Perencanaan dan Analisis'
peiyiapan eanun serta Dokumentasi, Infonnasi, Evaluasi dan

eetaporan yang berhubungan dcngan Syari'at Islam dan Pemberdayaan

Keluarga.

I'asal l5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 14'

Sub Dinas Litbang dan Program mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penelitian;

b. Pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan perencanaan dan

Analisis;

c. Pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan Penyiapan

Qanun; \

d. Pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan

pendokumentasian dan penyebarluasan kegiatan yang berhubungan

dengan Syari'at Islam;

e. Melakukan Pelayanan Infonnasi dan Telernatika serta Dokumentasi

Infbrmasi progrim Keluarga Berencana dan Pernbangunan Keluarga

SejahterayangberhubungandenganSyari'atlslamdan
PemberdaYaan Keluarga;

f. Mengevaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan

Pembangunan Kel uarga Sejahtera;

g. Melakukan Penyusunan Laporan Program Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga Sejahtera;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

( I ) Sub Dinas Litbang dan Program terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan dan Analisis;

b. Seksi PenYiaPan Qanun;
c. Seksi Dokumentasi, lnformasi, Evaluasi dan Pelaporan'

(2) ana dimaksud dalam aYat (1)'

Seksi Yang berada dibawah dan

a Sub Dinas Litbang dan Progam

sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 17

(l) seksi Perencanaan dan Analisis mempunyai tugas yang

berhubungan dengan Perencanaan dan Analisis dibidang Keluarga

Berencana dan Pembangunan Kel uarga Sej ahtera'

(2) Seksi Penyiapan Qanun, mempunyai tugas rnenyiapkan bahan

Qanun dalarn pelaksanaan Syari'at lslam dan Pemberdayaan

Keluarga.

(3) Seksi Dokumentasi, lnfonnasi, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas mendokumentasikan dan penyebarluasan hasil

penelitian, mengevaluasi serta melaporkan tentang pelaksanaan

dan pengembangan Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga.

Paragraf 4

Sub Dinas Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pasal l8

(l) Sub Dinas Pembinaan sumber Daya Manusia adalah unsur

pelaksana teknis dibidang pembinaan dan pengembangan sumber

daya manusia.

(2) Sub Dinas Pembinaan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas. :

Pasal 19

sub Dinas Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

mempunyai tugas melakukan pembinaan Tenaga Peradilan dan

Penyuluhan, Pembinaan peribadatan dan Syari'at Islam, serta

melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Pencegahan program

Keluarga Berencana dan Pernbangunan Keluarga Sejahtera.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,

Sub Dinas Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai lungsi :

a. Penyiapan tenaga yang berhubungan dengan peradilan dan

Penyuluhan program Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga Sejahtera;

b. Melakukan Pembinaan Tenaga Pcribadatan dan Syari'at lslam;

c. Penyiapan tenaga yang berhubungan dengan Pengawasan dan

Pencegahan,

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



(l) Sub Dinas
dari :

Pasal 2l

Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri

a. Seksi Pembinaan Tenaga Peradilan dan Penyuluhan;

b. Seksi Pernbinaan Tenaga Peribadatan dan Syari'at Islarn;

c. Seksi Pcmbinaan'l'cnaga Pcngawasan dan Pcncegahan'

tugasnya.

Pasal 22

Pembangunan Kel uarga Sejahtera.

(2) Seksi Pembinaan Tenaga Peribadatan dan Syari'at Islam

mempunyai tugas pembinaan ketenagaan dibidang Pelaksanaan

Peribadatan dan SYari'at Islam'

(3) Seksi Pembinaan Tenaga Pengawasan dan Pencegahan mempunyai

tugas menyiapkan dan meningkatkan kemampuan petugas

pengawasan, Penyclidikan dan Penyidikan di bidang Pelanggaran

Syari'at Islanr.

Paragraf 5
Sub Dinas Bina Peribadatan dan Pengawasan

Syari'at Islam

Pasal 23

(l) Sub Dinas Bina Peribadatan dan Pengawasan Syari'at Islam adalah

unsur pelaksana teknis dibidang bina peribadatan dan pengawasan

dan pencegahan pelanggaran Syari'at Islarn.

(2) Sub Dinas Bina Peribadatan dan Pengawasan Syari'at Islam

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan

bertanggung jarvab kepada Kepala Dinas.



Pr$rl 2-{

Sub Dinas Bina Peribadatan dan Pengar+asan S-vari'at Islam mempunyai
ru*sas membina dan membanru kelancaran ketertiban pelaksanaan
peribadatan, penyiapan-pcnyiapan penataan sarananya serta
penyemarakan Syari'at lslam dan memberi Bimbingan, Pengawasan,
Pencegahan pelanggaran Syari'at lslam.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal24,
Sub Dinas Bina Peribadatan dan Pengawasan Syari'at Islam mempunyai
fungsi :

a. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan untuk kelancaran scrta
ketertiban pelaksanaan peribadatan;

b. Pelaksanaan kegiatan penyiapan pcnataan sarana pcribadatan;

c. Pelaksanaan tugas-tugas yang bcrhubungan dcngan pcnycmarakan
Syari'at Islam;

d. Pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaian Syari'at;
e. Penyidikan terhadap segala bentuk pelanggaran Syari'at Islarn;

f. Pernberian fasilitas untuk perdamaian;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

(l) Sub Dinas Bina peribadatan dan Pengawasan syari'at Islarn terdiri
dari:

a. Seksi Birnbingan peribadatan dan Penataan Sarana;

b. Seksi Penyeramakan Syariat Islam dan Urusan Haji;

c. Seksi Bimbingan dan Pencegahan;

d. Seksi Penyidikan dan Perdamaian.

(2) Masing-rnasing Seksi sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (l),
dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan
bertanggun g jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina perib adatan dan
Pengawasan Syari'at Islam sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

(l) Seksi Bimbingan Pcribadatan dan penataan Sarana mempunyai
tugas memberikan Bimbingan dan Penyuluhan kepada masyarakat
dibidang pelaksanaan ibadah dan melakukan Bimbingan dan
Penyuluhan dibidang Penviapan dan Penataan Sarana peribadatan.

(2) Seki Fenl'ermal*ahzul S-r-ari'at islam mempunyai tugas
rmenve fi engearaLkar [- paca-ra dan Ferin gatan d i b i dan g Sr.ari' at I s I am



I
dr rcqrcbggfrakan gidiryfA Fetryultfiatr, Femtftnm serte

nrehksanakan kegiatan pcrnberangkatan Calon Jama'ah Haji dan

pernulangan Jama'ah Haji pada Embarliasi Haji-

(3) Seksi Bimbingan dan Pencegahan mcmpunyai tugas lnelaksanakan

Bimbingan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Syari'at lslarn

serta Pcnccgahan terhadap pelanggaran Syari'at lslam.

(4) Seksi Penyidikan dan l'erdamaian mempunyai tugas melakukan

penyidikan terhadap pelanggaran Syari'at Islam dan rnemberikan

fasilitas perdamaian dan bimbingan kepada para pihak yang

memerlukan.

Paragraf 6

Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera
Dan Pemberdayaan Keluarga

Pasal 28

(1) Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahteru'Oun Pemberdayaan

keluarga adalah Unsur Pelaksana Teknis dibidang pengendalian

kel uarga sej ahtera dan pernberdayaan kel uarga.

(2) Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan

Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan

Keluarga, mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan Kebijakan

Operasional dan Pengendalian Program Keluarga Sejahtera dan

Pemberdayaan Kel uarga.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal29,

Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan

Keluarga mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Operasional Institusi dan Peran

Serta, Pem[erdayaan Kcluarga, Pcngembangan Kctahanan Kcluarga

dan Pen ingkatan Kual itas Lingkungan Kel uarga.

b. Pengendalian Penyelenggaraan Prograrn Institusi dan Peran Serta,

Pemberdayaan Keluarga, Pengembangan Ketahanan Keluarga dan

Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga.

c. Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Program Institusi dan Peran

serta, Pemb erday aan Kel uarga, Pengembangan Ketahanan Kel uarga,

dan Peningklatan Kual itas Lingkungan Kel uarga.



d, Fetaksanaan tuga-s-dugas h,rm yanrg &berikan oileh Kepalru Ddnas'

Fasal 3l

(l) Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan

Keluarga terdiri atas : \

a. Seksi lnstitusi dan Peran Serta;

b. Seksi Pemberdayaan Keluarga;

c. Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga;

(2) Masing-masing Scksi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l),
dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengendalian

Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga sesuai dengan

bidang tugasnya.

Pasal 32

(l) Seksi lnstitusi dan Peran serta, mempunyai tugas nrelakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta

pcngcndalian dan cvaluasi pclaksanaan pcngcndalian program

institusi dan peran serta dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga

Scjahtera.

(2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program

pemberdayaan ekonomi kel uarga.

(3) Seksi pengembangan Ketahanan Keluarga, mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian Program

Pengernbangan Ketahanan Keluarga.

(4) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta

pengendal ian Kual itas Kel uarga.

Paragraf 7

Sub Dinas Pengendalian Kcluarga Berencana,
Kesehatan Reproduksi. Advokasi dan KIE

Pasal 33

(1) Sub Dinas Pengendanian Keluarga Berencana, Kesehatan

Reprodulisi dan Adrotiasi dan KIE adalah Unsur Pelaksana Teknis

dibidang Pengeo,,Cal iarn Kel uarga Berencana Kesehatan Reproduk si,

Adro[iasi dam K-lE



(2) Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana, Kesehatan

Reproduksi, Advokasi dan KIE dipimpin oleh Kepala Sub Dinas

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas'

Pasal 34

Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi

dan Advokasi KIE mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

kebijakan opcrasional dan pengendalian Program Keluarga Berencana,

Kesehatan Reproduksi, Advokasi dan KlE.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34'

Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi,

Advokasi dan KIE mempunyai fungst :

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional prograrn peningkatan

partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak

ieproduksi, pemberian jarninan dan pelayanan keluarga berencana,

penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan

hidup ibu, baYi dan anak.

b. Pengendalian penyelenggaraan proglam peningkatan partisipasi

pria, pernbinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi,

pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana,

penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan

hidup ibu, bayi dan anak.

c. Ilvaluasi pclaksanaan pcngcndalian prograln pcningkatan partisipasi

pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi,

pemberian jarninan dan pelayanan keluarga berencana,

penanggulangan masalah keschatan reproduksi, serta kelangsungan

hidup ibu, bayi dan anak.

d. Perumusan pola dan penyusunan proglam pengelolaan dan evaluasi

kegiatan Advokasi dan Komunikasi, Infonnasi, Edukasi'

e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dalam rangka kegiatan Advokasi

dan Komunikasi, Informasi, Edukasi tentang program

pemberdayaan kel uarga.

f. pelaksanaan pengembangan media komunikasi dalarn rangka

proglam PemberdaYaan kel uarga.

g. pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan pengendalian

kegiatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi dalam

ranglra program pemberdayaan keluarga; dan

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Ptsrl 36

( I ) Sub Dinas Pengendalian Keluarga Bercncana, Kesehatan

Rcproduksi dan Advokasi dan KIE terdiri dari :

a. Seksi Pcningkatan l'>artisipasi Pria, I{cma.ia dan Pcrlindungan

Hak-hak Reproduksi;

b. Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan

Kelangsungan Hidup lbu, Bayi dan Anak;

c. Scksi Pcngcmbangan dan Pcrncliharaan Mcdia Komunikasi dan

Advokasi.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l),
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bcrtanggung jawab kcpada Kcpala Sub Dinas I'cngcndalian
Keluarga Bcrencana, dan Kcschatan Reproduksi Advokasi dan KIE
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37

(1) Seksi Peningkatan Partisipasi Pria, Rernaja dan Perlindungan Hak-

hak Reproduksi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria

dibidang Keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi dan

nrelakukan penyiapan bahan perumusan kebljakan operasional serta

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program

pernbinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi di bidang
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

(2) Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana dan

penanggulangan masalah KR dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan

anak, rnempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

pengendalian program jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana

dan Kesehatan Reproduksi dan melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pengendalian program penanggulangan masalah

Kesehatan Reproduksi dan progam peningkatan kelangsungan

hidup ibu, bayi dan anak.

(3) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan media komunikasi dan

Advokasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan berbagai

media komunikasi dan pemeliharaannya dan melaksanakan
perencanaan dan pengendalian serta pengernbangan Advokasi KIE.



i
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BAB III
KBPEGAWAIAN

Pasal 42

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati'

Pasal 43

Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Syari'at Islam dan Pernberdayaan

Keluarga diangkat dan diberhentikan oleh Sckretaris Dacrah atas

pelirnpahan Kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usulan

Kepala Dinas.

Pasal 44

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena

berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Pejabat lain untuk

rnewakilinya.

Pasal 45

Jenjang kepangkatan dan fonnasi kepegawaian ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

Eselon Jabatan pada

sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Pasal 46

Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga

b. Kepala Bagian Tata Usaha :

Kepala Sub Dinas '.

Kepala UPTD :

Kepala Sub Bagian :

Kepala Seksi :

c.

d.

e.

f.

Eselon II.b

Eselon IILa

Eselon III.a

Eselon IlI.a

Eselon IV.a

Eselon IV.a



I}AB IV

TATA KBRJA

Pasal 47

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Baei11

Kepala Sub Dinas, Kepaia Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib

menerapkan Prinsip koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan

Simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing'

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan Koordinasi

Vertikal dan Horizontal dengan lnstansi terkait di Daerah.

Pasal 48

lingkungan kerja, di lingkungan Dinas

aan Keluarga berkewajiban memimpin

memberikan birnbingan serta petunjuk

dalarn pelaksanaan tugas kepada bawahan' :

Pasal 49

(1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas Syari'at Islam dan' ' 
Pemberdayian Keluarga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan

tugas secara berkala kepada atasannya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari

bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan

laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan'

(3) Setiap laporan yang disampaikan, wajib ditcmbuskan kcpada

pejabat lain yang secara f ungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PEMBIAYAAN
Pasal 50

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas

Sylri'at titam dan Pemberdayaan Keluarga dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber

lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat-



I}AB VI

I{I'TENI'I.IAN PEN UTI-I P

l)asal 5l

Ilal-hal yang bclurn cliatur dalanr Qanun ini akan ditetapkan kernudian

dengan 
-P.,oturon 

Pelaksananya dcngan menrperhatiltan ketcntuan dan

pcdoman yang lrcrlaku.

I'as:rl 52

Qanurr ilri rrrul:li trcrlaku pada t:rnggal clittrtdlnglilur. Agar sclllull orilllg

alapat nrengetahrinya, merncrinta5kan l)cngundangan Qanun ini dengan

penempatairnya daianr l,embaran Daeral Kabupaten Aceh Singkil.

Singkil.
2 Juli 2003

SINGKIL

PUTIIA

LEMBARAN DAERAI-I KABUPATIIN ACEFI SINCKII- TAI-IUN 2OO3 NOMOR I SEITI D

AN I.I.A.SAN
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